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BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : IgTAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : baFrwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor I Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati
'' tentang Uraian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa

Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34485 Tahun 2009

tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi

Daerah lstimewa Yogyakarta;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Sleman;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor I Tahun 2009

tentarg Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman.

2.

3.

4.



4.

Menetapkan

I,,'EI,'UTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SLEI4AN TENTANG URAIAN TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA -SEKRETARIAT DPRD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kepufusan iniyang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.

3- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DpRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat
DPRD adalah Sekretariat Dewan Pennrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
Sekretaris Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris
DPRD ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

Safuan organisasi adalah bagian, subbagian, dan kelompok jabatan fungsional pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Slenran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh

sekretaris DPRD yang secara teknls operasional berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tr-rgas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, rnendu!<ung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas rnenyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DFRD;

5.

6.

7.

(2t

(3)



c. penyelengga,?an rapat_rapat DpRD" dan
d' penyediaan dan pengoordinasiar tera-oa ahli yang diperlukan oleh DpRD.

Pasal 3

(1) susunan organisasi sekretariat DpRD terdiri crari:
a. Sekretaris DpRD;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
1. Subbagian Umum clan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan, perencanaan, dan Evaluasi; dan
3. Subbagian Rumah Tangga.

c. Bagian persidangan terdiri dari:

1. Subbagian Fasilitasi produk Hukum; dan
2. Subbagian Rapat dan Risalah.

d- Bagian rnformasidan perayanan Aspirasiterdiri dari:
1. subbagian Keprotokoran dan perayanan Aspirasi; dan
2- subbagian Dokumentasi, rnformasi, dan perpustakaan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) setiap bagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris DPRD.

(3) setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian.

(4) Kelompok jabatan fungsional dalam metaksanakan tugas dikoordinasikan oleh
tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab
kepada sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Tata usaha.

(5) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAh' FUi-{GSI

Bagian Kesatu
' Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,

keuangan, perencanaan, evaluasi, rumah tangga, dan mengoordinasikan pelaksanaan

fugas safuan organisasi.



Pasal -c

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bagian Tata Usaha;

b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;

c. penyelenggaraan urusan umum;

d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;

e. penyelenggaraan urusan keuangan;

f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;

g. penyelenggaraan urusan rumah tangga;

h. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan

i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksariaan rencana kerja Bagian Tata Usaha.

Pasal 6

Subbagian Umum dan l(epegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas mempunyai

fungsi:

a.

b.

c.

d.

penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

penyelenggaraan urusan surat-menyurat dan kearsipan;

penyusunan bahan renmna kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,

kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha

kepegawaian; dan

evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian.

e.

Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi.

Subbagian Keuangan, Perencanaan,

mempunyaifungsi:

Pasal I

dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;



Fnyiapan bahan perumusan keb'rjakan tekrris urusan keuangan, perencanaan, dan
evaluasi;

pelaksanaan anggaran, perbndaharaan. pembukuan, dan penyusunan laporan
keuangan;

pengoordinasian penyusunan rencana kerja;

penyelenggaraan evaluasi dan petaporan; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan,
Perencanaan, dan Evaluasi.

Pasal 10

Subbagian Rumah Tangga mempunyaitugas menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Pasal 't 1

subbagian Rumah rangga dalam meraksanakan tugas mempunyaifungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan rumah tangga;
c- penyelenggaraan urusan pengelolaan perlengkapan, kearnanan, kebersihan, dan

aset; dan

d' evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Rumah
Tangga.

Bagian l(eclua

Bagian Persidangan

Pasal 12

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi produk hukum,
rapat, dan risalah DPRD.

Pasal 13

Bagian Persidangan dalam rnelaksanakan tugas nlempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bagian Persidangan;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraen fasilitasi produk hukum, rapat, dan
risalah DPRD;

penyelenggaraan fasilitasi produk hukum DpRD;

penyelenggaraan rapat dan risalah DPRD; dan

evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian persidangan.

Pasal 14

Subbagian Fasilitasi Produk Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi
produk hukum DPRD.

d.

e.

f.

c.

d.

e.
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Pasai i5

Subbagian Fasilitasi Produk Hukum dalarn melaksanakan tugas mempunyaifungsi:
a. perwsunan rencana kerja subbagian Fasilitasi produk Hukum;
b' penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi produk hukum DpRD;
c. penyelenggaraan fasilitasi perumusan produk hukum DpRD;
d. penyelenggaraan fasilitasi kajian produk hukum DpRD;
e. penyelenggaraan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli; dan
f' evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian Fasilitasi

Produk Hukum_

Pasal 16

subbagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyelenggarakan rapat dan risalah
DPRD.

Pasal 17

subbagian Rapat dan Risarah daram meraksanakan tugas mempunyaifungsi:
a. penyusunan rencana kerja subbagian Rapat dan Risalah;
b' penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rapat dan risalah DpRD;
c. penyelenggaraan rapat DpRD;

d. penyelenggaraan penyusunan risalah rapat DFRD;
e- penyelenggaraan administrasi kegiatan arat kelengkapan
f. evaluasi dan penyusunan raporan peraksanaan rencana

Risalah.

DPRD; dan

ke$a Subbagian Rapat dan

Bagian Ketiga

Bagian lnformasi dan pelayanan Aspirasi

Pasal 18

Bagian lnformasi dan pelayanan Aspirasi

keprotokolan, pelayanan aspirasi, dokumentasi,

rnenrpunyai tugas menyelenggarakan

informasi, dan perpustakaan DPRD.

Pasal 19

Bagian lnformasi dan perayanan Aspirasi diatam melaksanakan
fungsi:

tugas mempunyai

a. penyusunan rencana kerja Bagian lnformasi dan pelayanan Aspirasi;
b' perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan keprotokolan, pelayanan aspirasi,

dokumentasi, informasi, dan perpustakaan DpRD;



c. penyelenggaraan keprotokolan DPRD Car pelavanan aspirasi masyarakat;

d. penyelenggaraan dokumentasi. infonnasi. dan perpustakaan DpRD; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian tnformasi dan
Pelayanan Aspirasi.

Pasal 20

Subbagian Keprotokolan dan Pelayanan Aspirasi mempunyai tugas menyelenggarakan

keprotokolan dan pelayanan aspirasi DPRD.

Pasal 21

Subbagian Keprotokolan dan Pelayanan Aspirasi dalam melaksanakan tugas
mempunyaifungsi:

a. penyustinan rencana keda Subbagian Keprotokolan dan Pelayanan Aspirasi;

b. penyiapan bahan pentmusan kebijakan penyelenggaraan keprotokolan DpRD dan
pelayanan aspirasi masyarakat;

c. penyelenggaraan keprotokolan DpRD;

d. penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Keprotokolan dan Pelayanan Aspirasi.

Pasal22

subbagian Dokumentasi, lnfonnasi, dan perpustakaan mempunyai tugas
menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan perpustakaan DpRD.

Pasal 23

Subbagian Dokumentasi, lnformasi, dan Penpustakaan dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

a' penyusunan rencana kerja Subbagian Dokumentasi, lnformasi, dan Perpustakaan;

b- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dokumentasi,

informasi, dan perpustakaan DPRD;

c. penyelenggaraan dokumentasi kegiatan DPRD;

d. penyelenggaraan pengolahan dan pelayanan informasi dan publikasi DPRD;

e. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan DpRD; dpn

f. evaluasi dan penpsunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Dokumentasi, lnformasi, dan Perpustakaan.



Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian.

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masingl
masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 26

(1) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan Bupati.

(2) Sekretaris DPRD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara

berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Sekretaris DPRD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas teknis operasional kepada

Pimpinan DPRD.

Pasal 28

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan Sekretaris DPRD.

(2) Setiap kepala satuan c'oanisasi secara beryenjang menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas ksaa:a S:""e'a-:-. l:=l' :::.a.a berkala melalui Kepala Bagian

Tata Usaha.



Pasai 29

(1) Kepala Bagian Tata Usaha mengoordinasikan peiaksanaan tugas setiap satuan
organisasi.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap
satuan organisasi berdasarkan arahan Sekretaris DPRD, dan wajib menyampaikan

laporan secara berkala.

Pasal 30

(1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala

satuan organisasi di bawahnya.

(2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya

mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 32

(1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

berkala tgpat pada waktunya.

mematuhi petunjuk serta

dan menyampaikan laporan

(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima cleh kepala satuan organisasi diolah dan
dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mernpunyai

hubungan kerja.



BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan sekretariat
DPRD diatur sesuai dengan perafur.an perundang-undangan yang berraku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Perafuran Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor
24Kep.KDH/A12003 tentang Struktur organisasi Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal,35

Perafuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafuran Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

2 009

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal a okt ober 2 o(-ro

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

./

Ditetapkan diSleman.

Pada tanggal I oktobe"c

wAKrLlluPATt SLEMAN,

SRI PURNOMO

BERTTA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2OO9 NOMOR ?1 sERl r")
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